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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan or h yang tepat
fungsi, tepat proses dan
struktur tugas, fun . pt:{lf8jr~gH:a

b. bahwa dala s struktur dan
1 ungan strategisnya,

rn an penyesuaian terhadap
rah;

eraasar n ertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

udukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
erja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;

Mengingat . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri -'..K'-'·u ....,,~

Pedoman Nomenklatur Perangka
Kabupaterr/Kota Ya el

tentang
telah diubah
hun 2018;

2017 Tentang
dan Da

E
Penyelenggaraan

9. Peraturan
Pem.Y1J. .L!O<'<o ...

r tentang
en erangkat Daerah;

ember Nomor 3 Tahun 2016
Susunan Perangkat Daerah

ae abupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
aran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
TENAGAKERJA KABUPATENJEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.



3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutn disingkat
UPTD adalah UPTDDinas Tenaga Kerja K ten Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD s Tenaga Kerja
Kabupaten Jember.

12. Kelompok Jabatan F
Fungsional pada

13. Anggaran
sel

er.
aerah yang

APBD Kabupaten

BAB II
N DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa12

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang
transmigrasi.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;



c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa13

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penempatan Tenaga
membawahi:
1. Seksi Penempatan

Indonesia;
2. Seksi Pe .

In_~A"""_''''''
igran

Tenaga Kerja dan Perluasan

Tenaga Kerja dan
e ngan;
eksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Lokal; dan

Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, membawahi:
1. Seksi Hubungan Industrial
2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

dan
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BABIII
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal4

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas
administrasi umum, kepegawaian, peren
dan Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pela
administrasi umum,
dan Keuangan di

d. pengkoor~L~~
bar Dinas;

atas

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

dinas;



c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis

jabatan di lingkungan dinas
f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang;
g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan dan pendistribusian peralatanj perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
asetjbarang milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaia
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainn

J. penyusunan laporan pertanggungjawaba pelaksanaan
tugas.

(1) Sub a empunyai tugas
penyiapan bahan dan

anaan dan pelaporan serta
a a ang diberikan oleh Sekretaris.

n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPO;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi
OPO;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPO; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas.



Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasa17

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,

belanja tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data

informasi keuangan daerah;
d. pengkoordinasian penatausahaan keuan
e. pelaksanaan verifikasi harian at p ngjawaban

keuangan;
f. pelaksanaan verifik

permintaan pem
g.

dan

mengkoordinasikan dan
. laporan hasil pemeriksaan;

inasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
yusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasa18

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis penempatan
dan perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia,
penempatan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penempatan, perlindungan

tenaga kerja , Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;



b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanan kebijakan di
bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja , Pekerja
Migran Indonesia dan transmigrasi;

c. penyusunan norma, standart prosedur dan kriteria di
bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja , Pekerja
Migran Indonesia dan transmigrasi;

d. penyusunan data dan informasi di bidang penempatan,
perlindungan tenaga kerja , Pekerja Migran Indonesia dan
transmigrasi;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
penempatan, perlindungan tenaga kerja , Pekerja Migran
Indonesia dan transmigrasi;

f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja
, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas aksanaan
tugas.

Paragraf
Seksi Penempatan Tena l

ekerja Migran Indonesia,
pembinaan, pengurusan dan

a empatan tenaga kerja dan Pekerja
erta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran

Indonesia mempunyai fungsi meliputi :
a. perumusan rencana program dan kebijakan teknis di

bidang penempatan tenaga kerja dan Pekerja Migran
Indonesia;

b. pelaksanaan kerjasana dengan perusahaan dalam rangka
penempatan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

c. pendataan, pengolahan data ten tang pencari kerja dan
Pekerja Migran Indonesia;

d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penempatan tenaga
kerja bagi penyandang cacat dan perempuan;

e. pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan swasta yang
bergerak di bidang penempatan tenaga kerja;

f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perekrutan dan
seleksi penempatan tenaga kerja bagi tenaga kerja di luar
daerah;

g. penyiapan bahan dalam rangka pemberian informasi pasar
kerja dan bursa kerja dalam Daerah Kabupaten;



perlindungan tenaga kerja

h. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan informasi
pasar kerja dalam dalam Daerah Kabupaten;

1. pemrosesan pemberian rekomendasi pendirian Bursa Kerja
Khusus (BKK);

J. penyiapan bahan pembinaan dan penempatan tenaga kerja
baik melalui mekanisme AKL,AKADmaupun AKAN;

k. pemberian rekomendasi Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI)secara transparan; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pekerja Migran Indonesia
PasallO

(1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerj
mempunyai tugas melaksanakan d
pelaksanaan kebijakan tekni
Perlindungan Tenaga Keria-dan
tugas lain yang dibe .....ik....".

(2) Untuk melak n t
(1) ,
I~,I..{k1''-'

onesia;
~~~~-.~~nsep, kebijakan, pedoman, dan petunjuk

is berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja
Pekerja Migran Indonesia;

pengumpulan, pengolahan data, dan identifikasi
kebutuhan terkait perlindungan tenaga kerja dan Pekerja
Migran Indonesia;

d. pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi pekerja migran
Indonesia yang bermasalah;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan
tenaga kerja lokal dan Pekerja Migran Indonesiat;

f. penyusunan informasi, syarat, dan mekanisme bekerja di
luar negeri;

g. pendampingan dan pelayanan terkait dengan dokumen
ketenaga kerjaan calon Pekerja Migran Indonesia;

h. pemberian rekomendasi P3MI secara transparan;
1. pengkoordinasian kegiatan penjemputan tenaga kerja asal

Jember yang bermasalah;
J. pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKAdalam penggunaan

TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pe1atihan Tenaga
Kerja Pendamping;



Paragraf 3
Seksi Transmigrasi

Pasalll

(1) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan sosialisasi, pendaftaran, pelatihan, seleksi
calon transmigran dan penempatan transmigran serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi meliputi:
a. penyusunan rencana program dibidang transmigrasi;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait penempatan

transmigran;
c. pendataan peserta program transmigrasi;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan n

pembekalan dalam rangka peningkatan ketram . n calon
transmigran;

e. pelaksanaan koordinasi dan
tujuan transmigran maupun

f. pelaksanaan pelayana
di asrama transit·

g. pelaksana
kese

e gan daerah
tansi terkait;
transmigr

perawatan

transmigran ke

mg, evaluasi dan pelaporan
ansmigrasi untuk bahan penempatan

n selanjutnya; dan
sunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal12

(1) Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, mempunyai tugas penyusunan kebijakan
teknis, dan pengkoordinasian pelaksanaan Bidang Pembinaan,
Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;



b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan
kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja;

c. Penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di
Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

d. Penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan,
Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
bagi tenaga kerja lokal;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang
Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja
dan

g. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

atas

aga Kerja dan Pemagangan
an bimbingan, pengurusan

an dan produktivitas tenaga kerja dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala

tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan
mempunyai fungsi meliputi :
a. penyusunan rencana program yang berkaitan dengan

rencana pelatihan dan pemagangan tenaga kerja;
b. penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan tenaga kerja

yang berbasis kompetensi;
c. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal

penyediaan instruktur pelatihan dan pemagangan tenaga
kerja;

d. pelaksanaan kerjasama dalam hal pemagangan kerja bagi
pencari kerja;

e. penyusunan rancangan materi pelatihan dan pemagangan
tenaga kerja

f. pendataan peserta pelatihan dan pemagangan tenaga kerja
g. pemantauan dan evaluasi dampak pelatihan dan

pemagangan tenaga kerja;



h. penyiapan bahan pelatihan peningkatan produktivitas
Lembaga Penyelenggaran Pelatihan;

1. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan uji
ketrampilan/kompetensi tenaga kerja;

J. pelaksanaan sosialisasi program standarisasi dan
sertifikasi tenaga kerja;

k. penyiapan bahan inventarisasi dan penyusunan data ijin
lembaga pelatihan;

1. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan
akreditasi pemantauan jenjang kelembagaan dan perijinan
lembaga pelatihan swasta dan perusahaan;

m. Pemrosesan rekomendasi ijin lembaga pelatihan kerja; dan
n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Perluasan Kesempatan Ten

Pasall

(1) JU\Ua.v....u. me nyru
asan kerja

a tugas lain yang

agaimana dimaksud pada ayat
esempatan Tenaga Kerja Lokal

eliputi :
s an rencana program perluasan kesempatan kerja

1 tenaga kerja lokal;
penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pedoman dan
petunjuk teknis dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi
tenaga kerja lokal;

c. pemberian kesempatan bagi wira usaha baru dalam kaitan
dengan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;

d. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
upaya untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja
lokal;

e. penyiapan bahan program penciptaan wirausaha baru
untuk masyarakat umum dan eks TKI;

f. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja
Sukarela (TKS)dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.



Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan

Jamsostek
Pasal15

(1) Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek
mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pembinaan
dan pengkoordinasian Bidang Hubungan Industrial, Syarat
Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial,

Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanan ijakan

di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Ke ClanJaminan
Sosial Tenaga Kerja;

c. penyusunan norma, standar
Bidang Hubungan Ind
Sosial Tenaga Keri ,

d. i ubungan
'al Tenaga Kerja;

supervise di Bidang
Kerja dan Jaminan Sosial

isis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
i Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan

man Sosial Tenaga Kerja; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Hubungan Industrial

Pasal16

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengurusan terhadap organisasi pekerja dan
pengusaha, penanganan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial (PHljPHK) serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Hubungan Industrial mempunyai fungsi meliputi :
a. penyusunan rencana program di bidang hubungan

industrial;
b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan

kerjasama Bipartit di perusahaan dan Lembaga Tripartit;
c. pembinaan Hubungan Industrial ;



J.

d. pelaksanaan upaya - upaya penyelesaian hubungan
industrial;

e. Pelaksanaan deteksi dini perusahaan terhadap potensi
perselisihan antara organisasi pekerja dan pengusaha;
penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Organisasi
Pengusaha / Pekerja;

g. pelaksanaan bimbingan pembentukan dan pelatihan LKS
Bipartit di perusahaan;

h. pendataan organisasi pengusaha /pekerja;
pelaksanaan verifikasi terhadap keanggotaan SP/SB;
penyiapan bahan rekomendasi pendaftaran kelembagaan
hubungan industrial yang meliputi Bipartit dan Tripartit;

k. pelaksanaan penyiapan bahan Zrnateri dalam rangka
penyelesaian PHK, baik perorangan maupun masal;
pelaksanaan penyiapan bahan /rnateri dalam r.
penyelesaian mogok kerja Zunjuk rasa ketena rjaan dan
Lock out serta gejolak sosial konflik
ketenagakerjaan;

m. pelaksanaan penyiapan
lembaga/ organisasi/ i
perselisihan hU""'-~.~r~1

n. pelaksan

1.

f.

1.

pengaduan
hubungan

dengan organisasi pekerja,
dan pihak terkait dalam rangka

sahaan; dan
nan laporan pertanggungjawaban atas

aksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek
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(1) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan kesejahteraan pekerja dan syarat-
syarat kerja dan Jamsostek serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai fungsi
meliputi:
a. penyusunan rencana program Syarat Kerja dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja;
b. penyiapan bahan dan penyelenggaraan kebijakan teknis

persyaratan kerja dan pengupahan;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan persyaratan kerja;



d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta
pendampingan kepada perusahaan dalam kaitan
pembuatan peraturan perusahaan;

e. pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja, pengesahan
peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
bersama;

f. pelaksanaan pembinaan mengenai hubungan kerja kepada
para pekerja dan pengusaha;

g. pelaksanaan sosisalisasi mengenai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan organisasi pekerja dan
orgamisasi pengusaha;

h. pelaksanaan pembinaan kepada orgarusasi pekerja /
buruh;

1. pelaksanaan pembinaan syarat kerja di perusahaan;
J. pelaksanaan sosialisasi tentang jaminan s 'ar tenaga

kerja di perusahaan- perusahaan;
k. pelaksanaan fasilitasi pengum perusahaan,

penyiapan bahan, Upah
Minimum Kabupaten

1. pelaksanaan

i aharr/rnateri dalam rangka
eraan pekerja dan syarat-syarat kerja;

an materi dalam rangka pelaksanaan
syarat kerja meliputi penelitian materi di dalam

erjanjian kerja (PK) antara perusahaan pemberi
kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja,
peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja bersama (PKB);
dan

p. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

pertanggungjawaban atas

BABIV
UPTn
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(1) UPTDmerupakan un sur pelaksana teknis operasional Dinas.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTDdibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas

dan fungsi UPTDdiatur dengan Peraturan Bupati.



BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI
TATAKERJA

Pasa120

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Seksi dan Kelompok Jabat
prinsip koordinasi,
lingkungan maSJ·Rtl::.-m
di lingku
Pe h

nya, Kepala
gian, Kepala
menerapk
, baik.dal

organisasi
si lain di luar

tugas dan fungsinya

a organisasi wajib mengawasi
a 1 - masing dan bila terjadi penyimpangan

':::'a..J'J.CLJ' langkah - langkah yang diperlukan.
pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab

mimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-rnasing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
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Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasa122

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundan
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagia ,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupa .
Sipil yang memenu hi syarat atas 1
Sekretaris Daerah sesuai
undangan.

e Jabatan Eselon II b atau Jabatan
gi Pratama.

A-VT·"''''''>f-lS merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
ministrator.

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, dan Kepala UPTD,
merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian UPTDmerupakan Jabatan Eselon IV b atau
Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016
Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal f) M~ 2021

BUPATI JEMBER,

~~A'!~ma Muda
:7u..:'1Iv~15 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR C;;
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